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ABSTRAK

Terjadinya suatu sengketa merek yang disebabkan karena peniruan persamaan
suatu merek dengan merek terkenal tidak hanya terjadi dalam kelas barang atau jasa yang
sama tetapi juga bisa terjadi pada kelas barang atau jasa yang berbeda. Sengketa merek
dalam putusan Pengadilan Niaga nomor Perkara 12 / Pdt.Sus-Merk / 2018 / PN.Niaga
JKkt.Pst tentang Sengketa merek NOVEC milik perusahaan 3M Company melawan merek
Novec milik Dewi Nilasari. Merek NOVEC merupakan merek terkenal yang terdaftar
pada kelas barang 1 dan 2 sedangkan merek Novec 1230 terdaftar pada kelas barang dan
jasa 9, 35 dan 38. Majelis Hakim memutus sengketa tersebut dengan membatalkan merek
Novec 1230 sehingga penulis ingin meneliti apakah putusan Hakim tersebut sudah sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Penulis juga melihat bagaimana tinjauan konsep dilusi merek pada kasus ini dimana
Pengadilan Amerika dan Eropa biasanya menggunakan konsep ini pada sengketa merek
dikelas yang berbeda dan konsep ini belum pernah digunakan oleh Pengadilan di
Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library
research). Penelitian ini penulis mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan
dengan menggunakan pendekatan normatif melihat dari sisi implementasi ketentuan
normatif. Bahan hukum dari penelitian ini dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Teknik pengumpulan data penulis mengumpulkan data dengan mengadakan
studi penelaah terhadap data sekunder. Dalam metode analisis data ini penulis
menggunakan metode analisis data deskriptif-kualitatif dengan mengemukakan data dan
informasi tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai kesimpulan
berdasarkan temuan dari penelitian terhadap data-data tersebut.. Untuk menganalisis
penulis menggunakan teori kepastian hukum, perlindungan hukum, itikad buruk dan
dilusi merek.

Dari penelitian yang sudah dianalis oleh penulis dapat disimpulkan bahwa Majelis
Hakim dalam memutus sengketa merek pada perkara Nomor 12 / Pdt.Sus-Merk / 2018 /
PN.Niaga Jkt.Pst kurang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis karena tidak memperhatikan kelas barang yang berbeda
dan akan lebih tepat apabila Majelis Hakim menggunakan konsep dilusi merek karena
pada sengketa merek tersebut terjadi pada kelas barang dan jasa yang berbeda. Dalam
tinjauan dilusi merek dapat dilihat bahwasanya merek Novec 1230 milik Dewi Nilasari
terbukti melakukan Pengaburan terhadap merek NOVEC milik 3M Company. Merek
Novec 1230 milik Dewi Nilasari yang terdaftar dalam kelas barang 9, 35 dan 38 dapat
merusak reputasi, kharakteristik dan nilai pada merek NOVEC milik 3M Company yang
terdaftar dalam kelas barang 1 dan 2. Rusaknya reputasi, kharakteristik dan nilai pada
merek NOVEC dapat mengakibatkan masalah ekonomi dengan menurunnya nilai jual
dari perusahaan 3M Companny selaku pemilik merek NOVEC.

Kata kunci: Sengketa merek, NOVEC, Novec 1230, Dilusi.



ABSTRACT

The occurrence of a brand dispute caused by impersonation of a brand's similarity
with a well-known brand is not only in the same class of goods or services but can also
occur in different classes of goods or services. Brand dispute in the decision of the
Commercial Court of Court case number 12 / Pdt.Sus-Merk / 2018 / PN. Niaga Jkt.Pst
about the novec brand dispute owned by 3M Company against Dewi Nilasari's Novec
brand. Novec brand is a well-known brand registered in goods class 1 and 2 while novec
1230 brand is registered in class of goods and services 9, 35 and 38. The Panel of Judges
decided the dispute by cancelling the brand Novec 1230 so that the author wanted to
examine whether the judge's decision was in accordance with Law No. 20 of 2016 on
Brands and Geographical Indications. The author also looked at how the review of the
concept of brand dilution in this case where the American and European Courts usually
use this concept on brand disputes in different classes and has never been used in
Indonesia.

In this study the authors used a type of library research. This study the author based
on legal research conducted using normative approaches looking in terms of the
implementation of normative provisions. The legal materials of this study are from
primary legal materials and secondary legal materials. The author's data collection
technique collects data by conducting study of secondary data. In this method of data
analysis the author uses descriptive-qualitative data analysis method by presenting the
data and the information is then analyzed using various conclusions based on the findings
of the research on these data. To analyze the author use the theory of legal certainty, legal
protection, bad faith and brand dilution.

From the research that has been written by the author can be concluded that the
Panel of Judges in deciding the brand dispute on the case No. 12 / Pdt.Sus-Merk / 2018 /
PN. Niaga Jkt.Pst is less in accordance with Law No. 20 of 2016 on Brands and
Geographical Indications because it does not pay attention to different classes of goods
and it would be more appropriate if the Panel of Judges used the concept of brand dilution
because in the dispute the brand occurs in different classes of goods and services. In the
dilution review of the brand can be seen that the brand Novec 1230 owned by Dewi
Nilasari proved to do defocusing the brand NOVEC owned by 3M Company. Dewi
Nilasari's Novec 1230 brand listed in goods classes 9, 35 and 38 can damage the
reputation, charismatic and value of 3M Company's NOVEC brand listed in goods class
1 and 2. Damage to reputation, charismatic and value in the BRAND NOVEC can cause
economic problems with the decrease in the selling value of the company 3M Companny
as the owner of the brand NOVEC.

Keywords: Brand dispute, NOVEC, Novec 1230, Dilution.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi ekonomi ini, perdagangan antar negara menjadi suatu hal
yang penting. Dampak perdagangan ini mempengaruhi kesejahteraan sosial dan
ekonomi suatu negara. Para pengusaha memasarkan barang dan jasa tidak terbatas
dengan territorial negara. Secara teoritis, globalisasi perdagangan akan
meningkatkan volume perdagangan antar negara dengan meningkatnya spesialisasi
dan efisiensi, karena negara atau perusahaan yang mempunyai keunggulan daya
saing produknya akan terus meningkatkan produksi dan daya saingnya.! Disini
perlu adanya merek yang menjadi pembeda atau anda pengenal dari suatu produk
atau jasa yang dikenakan supaya dapat diketahui dari mana produk atau jasa
tersebut dihasilkan.

Setiap pedagang tidak hanya menjual barang dagangannya semata-mata
hanya untuk mendapatkan keuntungan saja namun memberikan manfaat dari
barang tersebut untuk pembelinya. Seorang pembeli akan merasa kecewa apabila
barang yang dibelinya tersebut ternyata tidak layak atau mudah rusak.? Oleh karena

itu sebuah merek akan bernilai apabila diikuti dengan kualitas barangnya yang

! Hikmatul Aliyahl, Indra, “Dampak Globalisasi Perdagangan Terhadap Tingkat
Kesejahteraan Negara-Negara Berpenduduk Muslim, ” Jurnal Bisnis dan Manajemen, Volume 7 (1),
(April 2017), him. 2.

2 Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia (Jakarta:
PT Rineka Cipta, 2008), him. 1.



bagus dan terjamin. Sehingga pembeli akan mencari-cari barang yang dinilai dapat

memberikan kepuasan karena memang kualitasnya yang bagus dan terjamin.

Kepercayaan masyarakat terhadap barang inilah yang membuat merek itu
menjadi sangat penting. Tentunya dalam membangun kepercayaan pembeli
sehingga membuatnya jatuh hati terhadap produk yang dijualnya ini tidaklah
mudah. Butuh waktu dan perjuangan yang tidak singkat untuk membuat produk
yang dijual ini bisa terkenal dan dicari-cari oleh masyarakat. Bahkan pembeli tidak
memperdulikan berapapun harganya atau sulit mencari barangnya jika suatu produk
dagangan tersebut sudah berada dihati pembelinya. Maka dari itu perlu adanya

perlindungan hukum terhadap merek.

Perlindungan merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindungan yang diberikan
berupa perlindungan preventif maupun perlindungan secara represif. Perlindungan
preventif dimaksudkan juga untuk meminimalisir terjadinya sengketa merek karena
cukup banyak orang yang beritikad buruk membonceng merek terkenal agar

memperoleh keuntungan secara instan.

Perbuatan membonceng merek terkenal ini tidak hanya terjadi pada kelas
barang dan jasa yang sama tetapi juga terjadi pada kelas barang dan jasa yang
berbeda. Di Amerika dan Eropa seseorang yang merasa mereknya digunakan oleh
pihak lain tanpa izin dalam kelas barang atau jasa yang berbeda dapat menggunakan
alasan dilusi merek (trademark dilution). Konsep atau doktrin dilusi merek adalah

prinsip dalam hukum merek yang mengizinkan pemilik merek terkenal untuk



melarang pihak lain menggunakan merek mereka pada kelas barang atau jasa yang
berbeda yang dapat mengancam keunikan merek tersebut.> Sebuah merek dapat
terdilusikan akibat pihak lain menggunakan mereknya pada jenis barang atau jasa
yang tidak sejenis yang dapat mengurangi keunikan, kharakteristik dan nilai suatu

merek.

Di Indonesia belum ada Pengadilan yang menggunakan konsep dilusi merek
untuk memutus sengketa merek pada kelas barang atau jasa yang berbeda. Padahal
terdapat kasus sengketa merek yang beda kelas barang atau jasa. Seperti contoh
kasus yang akan peneliti bahas pada skripsi ini tentang penggunaan merek yang
memiliki persamaan secara keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek
asing yang terkenal tetapi dalam kelas barang atau jasa berbeda yang terdaftar di
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia. Pada kasus tersebut para
pihaknya adalah 3M COMPANY yaitu perusahaan yang beralamat di 3M Center
2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota, 55144, U.S.A. sebagai Penggugat
melawan DEWI NILASARI yang beralamat Jalan Otista Raya Nomor 26 C,
RT.001/RW.002, Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timursebagai

Tergugat.

Kronologi singkatnya bahwa Penggugat selaku pemegang dan pemilik hak
atas merek NOVEC yang telah lama digunakan di Amerika Serikat sejak tanggal 9
Desember 1999 dan terdaftar 12 Juni 2007. Merek tersebut juga terdaftar di

berbagai belahan dunia termasuk di negara-negara maju seperti Perancis, Jerman,

% Inge Dwisvimiar, “Pengaturan Doktrin Dilusi Merek Sebagai Upaya Perlindungan
Hukum Merek Di Indonesia” Mimbar Hukum, VVolume 28, Nomor 2, (Juni 2016), him. 233.
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Jepang, Australia dan lain-lainnya. Merek NOVEC milik Penggugat juga terdaftar
di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2007 dengan nomor
pendaftaran IDM000138631 dan IDM000138632 untuk melindungi jenis barang
kelas 1 dan 2. Selanjutnya Penggugat mendaftarkan merek NOVEC untuk kelas
barang 9, 35 dan 38 dengan nomor agenda D002016035460, J002016035461 dan
J002016035463 pada tanggal 29 Juli 2016. Namun ternyata merek Tergugat lebih
dahulu mendaftarkan mereknya dengan filing date tanggal 22 Maret 2013 dan
terdaftar dengan nama Novec 1230 untuk kelas barang 9, 35 dan 38 dengan nomor
pendaftaran IDM000487501, IDM000487594 dan IDM000487620 pada tanggal 23

Desember 2015 dan 22 Januari 2016.

Penggugat merasa Tergugat telah membonceng merek terkenal milik
Penggugat yang sudah terdaftar walaupun beda jenis kelas barang atau jasa dan
membuat merek Penggugat terkaburkan. Merek Penggugat terdaftar pada kelas
barang 1 dan 2 sedangkan merek Tergugat terdaftar pada kelas barang 9, 35 dan 38.
Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan pembatalan merek milik Tergugat
ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor  Perkara 12/Pdt.Sus-
Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.  Selanjutnya pada tanggal 2 September 2018
Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat memutus Penggugat sebagai pemilik hak
merek NOVEC dan membatalkan merek Novec 1230 milik Tergugat. Menurut
Majelis hakim tergugat telah melanggar Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dimana pendaftaran
merek tidak boleh menyerupai pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek
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terkenal pihak lain®. Padahal Tergugat sudah terlebih dahulu mendaftarkan
mereknya Novec 1230 di Indonesia sejak tanggal 22 Maret 2013 untuk kelas barang
9, 35 dan 38 sehingga sudah 5 tahun menggunakan mereknya tersebut sedangkan
merek NOVEC milik Penggugat terdaftar untuk kelas barang 1 dan 2 dan sedang
proses pendaftaran mereknya untuk kelas 9, 35 dan 38 pada tahun 2016. Oleh
karena itu penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan judul ANALISIS
YURIDIS SENGKETA MEREK LOKAL TERHADAP MEREK ASING
TERKENAL PADA KELAS BARANG DAN JASA YANG BERBEDA (Studi

Kasus Putusan Nomor 12 / Pdt.Sus-Merek / 2018 / PN.Niaga Jkt.Pst)

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penyusun merumuskan
permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut didalam skripsi ini. Adapun rumusan
masalahnya adalah:
1. Apakah hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memutus sengketa
merek sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Merek dan Indikasi Geografis pada putusannya Nomor 12 / Pdt.Sus-Merek
/ 2018 / PN.Niaga Jkt.Pst. ?
2. Bagaimana tinjauan konsep dilusi merek terhadap sengketa merek pada

perkara Nomor 12 / Pdt.Sus-Merek / 2018 / PN.Niaga Jkt.Pst. ?

4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 21
ayat (3)
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C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui apakah hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam
memutus sengketa merek yang sudah terdaftar dengan merek asing terkenal
sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek
dan Indikasi Geografis pada putusannya Nomor  12/Pdt.Sus-
Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst
b. Untuk megetahui bagaimana tinjauan konsep dilusi merek terhadap sengketa
merek dalam perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga Jkt.Pst.
2. Kegunaan
Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan disusunnya skripsi
ini penulis berharap dapat memberikan manfaat yang dapat diperoleh antara lain:
a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis skripsi ini dibuat supaya memberikan sumbangsih pemikiran
dalam Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya dibidang merek.
Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai referensi
untuk mengkaji tentang hukum merek maupun untuk referensi civitas
akademik mahasiswa atau dosen dalam penyusunan karya ilmiah yang
berkaitan dengan hukum merek.
b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini dapat menjadi edukasi kepada masyarakat khususnya yang
mempunyai usaha perdagangan maupun jasa tentang pentingnya pendaftaran

merek. Selain itu kegunaan praktis penelitian ini dapat dijadikan masukan



kepada pemerintah agar lebih memperhatikan lagi persoalan tentang merek

di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari adanya persamaan penelitian yang sebelumnya pernah
diteliti maka penulis melakukan penelusuran literature penelitian tentang Hak atas
Kekayaan Intelektual khususnya dibidang merek. Penulis akan memaparkan
beberapa penelitian tentang merek yang sebelumnya pernah diteliti namun pada
pokok substansinya berbeda dengan penelitian tentang merek yang akan diteliti

oleh penulis. Penelitian yang pernah ditulis sebelumnya antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Akrom Zaini dari UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta dengan judul “SENGKETA MEREK PADA MAHKAMAH AGUNG”
(Studi terhadap Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI1/2016 antara J.
Casanova dan Irawan Gunawan dan Putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt. Sus-
HKI /2015 antara Inter IKEA B. V System dan PT. Ratania Khatulistiwa). Skripsi
ini membahas tentang sengketa merek antara J. Casanova melawan lrawan
Gunawan dan sengketa merek Inter IKEA B. V System melawan PT. Ratania
Khatulistiwa. Skripsi ini melihat pertimbangan hakim dan menganalisis putusan
hakimnya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Penulis
skripsi ini berpendapat bahwa putusan majelis hakim tidak cermat dan tepat dalam

putusannya pada sengketa merek tersebut, karena majelis hakim hanya menentukan



pertimbangan putusan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum

merek.®

Skripsi yang ditulis oleh Laura Sofa Hanna dari UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta dengan judul “SENGKETA KEPEMILIKAN MEREK PIERRE
CARDIN DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15
TAHUN 2001 TENTANG MEREK”. Skripsi ini membahas tentang sengketa
merek Pierre Cardin milik Pierre Cardin melawan Pierre Cardin milik Alexander
Satryo Wibowo. Skripsi ini membahas tentang alasan Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual memberikan perlindungan hukum terhadap dua merek yang sama
dengan pemilik yang berbeda yaitu merek Pierre Cardin. Yang kedua skripsi ini
membahas tentang kesesuaian perlindungan kedua merek Pierre Cardin tersebut
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Yang ketiga skripsi
ini membahas Pertimbangan Hakim dalam putusannya yang memutus dan
mengadili sengketa merek ini. Menurut penulis ini majelis hakim dirasa kurang
memenuhi keadilan karena menolak gugatan pembatalan merek Pierre Cardin milik
Alexander Satryo Wibowo dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 tentang Merek yang secara jelas tidak mengakomodasi pendaftaran dua

merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhan.®

> Muhammad Akrom Zaini, “Sengketa Merek Pada Mahkamah Agung” (Studi terhadap
Putusan Pengadilan Nomor 968 K/Pdt.Sus-HKI1/2016 antara J. Casanova dan Irawan Gunawan dan
Putusan Pengadilan Nomor 264 K/Pdt. Sus-HKI /2015 antara Inter IKEA B. V System dan PT.
Ratania Khatulistiwa) Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018).

® Laura Sofa Hanna, “Sengketa Kepemilikan Merek Pierre Cardin Di Indonesia Menurut
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta (2017).
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Skripsi yang ditulis oleh Suraida Salaeh dari Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “PARAMETER PEMBEDAAN MEREK
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG
MEREK?”. Skripsi ini membahas tentang klausul pada Pasal 6 ayat (1) butir a
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang mana meneliti
penerapan pasal tersebut dan meneliti lebih lanjut tolak ukur atau parameter
pembeda suatu merek. Hasil penelitian ini adalah ternyata banyak merek-merek

yang mirip tetap diratifikasi oleh Dirjen Kekayaan Intelektual’

Skripsi yang ditulis oleh Safira Maharani dari Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENDAFTAR PERTAMA MEREK DALAM TINDAKAN
PASSING OFF (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
890 K/Pdt.Sus/2012)”. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap
suatu merek dari tindakan passing off dan mengetahui interpretasi hakim dalam
pertimbangan hukum pada putusan tersebut dengan ketentuan Undang-Undang
Merek nomor 15 Tahun 2001.8 Pada penelitian ini penulis tidak setuju dengan
putusan hakim karena pada kasus tersebut bukan termasuk merek terkenal sehingga

tidak terbukti melakukan unsur passing off.

7 Suraida Salach, “Parameter Pembedaan Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001 Tentang Merek” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarat (2014).

8 Safira Maharani, “Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftar Pertama Merek Dalam
Tindakan Passing Off (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 890
K/Pdt.Sus/2012)” skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2016)
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Skripsi yang ditulis oleh Avid Ativivanti Meikasari dari Universitas Negeri
Semarang dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA
MEREK LAMESON DAN FLAMESON TERKAIT MEREK YANG MEMILKI
PERSAMAAN PADA POKOKNYA UNTUK BARANG SEJENIS”. Skripsi ini
membahas tentang analisis mengenai sengketa merek terkait merek yang memiliki
persamaan pokoknya untuk barang sejenis yaitu merek LAMESON dengan
FLAMESON. Yang Kedua Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim
dalam memutus sengketa merek ini. Yang ketiga skripsi ini membahas tentang
akibat hukumnya setelah adanya putusan Pengadilan Niaga mengenai sengketa
merek ini. Menurut penulis perbedaan huruf “F” pada perbedaan merek tersebut
mengakibatkan kebingungan publik. Pertimbangan hakim seharusnya dilakukan
dengan penalaran dan acuan yang tepat agar dapat memberikan keadilan kepada
pihak yang bersengketa dan masyarakat Indonesia. Seleksi pendaftaran merek

seharusnya lebih selektif dan putusan sengketa merek seharusnya diumumkan.®

Dari beberapa literatur skripsi diatas, penulis menyimpulkan bahwa
rumusan masalah yang penulis angkat dalam skripsi ini berbeda dengan rumusan
masalah yang ada pada telaah pustaka diatas. Penulis akan menganalisis putusan
hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : terhadap sengketa merek dalam
perkara Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga Jkt.Pst. dengan peraturan

perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

® Avid Ativivanti Meikasari, “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Merek Lameson Dan
Flameson Terkait Merek Yang Memilki Persamaan Pada Pokoknya Untuk Barang Sejenis” SKripsi
Universitas Negeri Semarang (2016)
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tentang Merek dan Indikasi Geografis dan meninjau perkara tersebut dengan

konsep dilusi merek.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai
bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah
pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang
siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat
memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu.
Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum
tanpa diskriminasi

Menurut Jan Michiel Otto bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu
mensyaratkan sebagai berikut: 1
1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh,
diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
2) Bahwa Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan
hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3) Bahwa warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-

aturan tersebut.

10'M Sulaeman Jajuli, Kepastian Hukum Gadai Tanah Dalam Islam (Yogyakarta: CV Budi
Utama, 2015), him. 52.
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4) Bahwa Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan
aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan
sengketa hukum.

5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Kepastian hukum merupakan jaminan
bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum
sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma
hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari
hukum. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum.
Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan
kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang
hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam

melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.**

2. Teori Itikad Buruk (Bad Faith)

Bad Faith adalah tindakan yang dilakukan dengan didasari niat buruk.
tindakan seperti itu lazimnya disertai dengan niat melakukan kecurangan, baik
secara nyata maupun yang masih dalam tahap rencana. Tujuannya, untuk
mengelabuhi atau menyesatkan pihak lain, atau dalam batas tertentu bermaksud

mengabaikan atau mengelak dari kewajiban yang harus dipenuhinya. Sikap seperti

11 Hadi Machram, Marjan Miharja, Asas Manfaat Putusan Hakim Pengadilan Hubungan
Industrial Bandung Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(Surabaya: Qiara Media, 2019), him. 21.
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ini dapat terbentuk dari pemikiran yang didasari nya menipu diri sendiri, menolak
fakta, atau mengingkari kenyataan sesungguhnya. ini berarti , menggambarkan
mengenai seseorang yang memiliki niat jahat atau i'tikad buruk yang disertai
dengan kebohongan, dusta, keterangan palsu, dan perilaku curang, yang dapat
memberdayakan masyarakat.!?

Menurut G.H.C. bodenhausen itikad buruk biasanya muncul ketika orang
yang mendaftarkan atau menggunakan Merek yang bertikai mengetahui Merek
yang terkenal dan mungkin dimaksudkan untuk mendapat keuntungan dari
kemungkinan terjadinya kebingungan antara Merek tersebut dan Merek yang telah
didaftarkan atau digunakannya. Dengan demikian, “itikad buruk” menunjuk pada
kehendak tergugat untuk berdagang dengan mendompleng pada reputasi
keterkenalan suatu Merek dengan menggunakan Merek yang sama.®

Larangan itikad buruk dalam Agreement on Trade Related Aspect of
Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods. Dalam Pasal 58
huruf (c) Persetujuan TRIPs terdapat ketentuan yang berbunyi:**

“member shall only exempt both public authorities and officials from

liability to approriate remedial measures where actions are taken or

intended in good faith.”

Anggota hanya akan mengecualikan otoritas publik dan pejabat dari

pertanggungjawaban atas tindakan perbaikan yang sesuai jika tindakan dilakukan

12 Henry Soelistyo, Bad Faith Dalam Hukum Merek (Yogyakarta: PT Maharsa Artha
Mulia, 2016), him. 34.

13 Cita Citrawinda Noerhadi, Perlindungan Merek Terkenal & Konsep Dilusi Merek dari
Perspektif Global (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), him.32-33.

14 pasal 58 huruf (c) Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights
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atau dimaksudkan dengan itikad baik, Anggota hanya dapat mengecualikan otoritas
publik dan pejabat terhadap pertanggungjawaban untuk menerapkan langkah-
langkah dalam hal harus ditempuh upaya atau dengan maksud “itikad baik”.
Pengadilan-pengadilan di seluruh dunia telah mengesahkan prinsip bahwa “itikad
buruk” adalah elemen penting untuk mempertimbangkan dalam menilai

kepentingan-kepentingan para pihak yang bersaing dalam merek.

3. Teori Perlindungan Hukum

Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi
sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena
memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Kata
perlindungan hukum sebenarnya erat kaitannya dengan fungsi hukum dan tujuan
hukum. Mengenai apa fungsi hukum pada umumnya ahli hukum sudah sepakat
mengatakan bahwa fungsi hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia.*®

Menurut Fitzgerald Perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu
kepentingan, perlindungan hukum terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan
dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.®

Menurut Muchsin Perlindungan Hukum adalah kegiatan untuk melindungi

individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang

15 Bernard Nainggolan, Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-
Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan (Bandung: P.T.Alumni, 2011), him. 22.

16 Hetty Panggabean, Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan (Yogyakarta:
Deepublish, 2012), him. 63.
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menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam
pergaulan hidup antar sesama manusia.’

Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat
sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.'® Perlindungan
hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang akan datang,
yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan
keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sedangkan
perlindungan hukum yang reprensif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa
apabila sudah terjadi masalah, baik secara non-litigasi (diluar pengadilan) maupun

secara litigasi (memalui pengadilan).

4. Teori Dilusi Merek

Dilusi merek menurut  Federal Trademark Dilution Act adalah
berkurangnya kapasitas Merek Terkenal untuk mengidentifikasi dan membedakan
barang-barang atau jasa, terlepas dari ada atau tidak adanya yaitu:*°

1. Persaingan antara pemilik dari merek terkenal dan pihak-pihak lain.

2. Kemungkinan terjadinya kebingungan, kesalahan atau kecurangan.

Menurut Henry Campbell Black dilusi adalah pelemahan kekuatan atau

keefektifan Merek dagang yang disebabkan oleh penggunaan Merek pada produk

17 Ratih Wulandari, Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Di Rumah Sakit Umum Daerah (Surabaya: Media Pustaka, 2019), him. 17

18 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina
llmu, 1987), him. 12.

19 Cita Citrawinda Noerhadi, Perlindungan Merek Terkenal & Konsep Dilusi Merek dari
Perspektif Global (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), him. 100.
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yang tidak berkaitan, (biasanya). Mengaburkan sifat daya pembeda suatu merek
dagang atau mencemarkan merek dagang dengan hubungan yang tidak baik. Dilusi
merek dagang bahkan dapat terjadi bahkan ketika penggunaannya tidak bersifat

bersaing dan tidak menciptakan kemungkinan terjadinya kebingungan.?

Menurut Thomas McCarthy dilusi merek adalah suatu jenis pelanggaran
dari merek yang kuat dimana penggunaannya oleh tergugat sementara tidak
mengakibatkan kemungkinan terjadinya kebingungan, memudarkan kesan atau

mengaburkan daya pembeda dari merek Penggugat.?

F. Metode Penelitian
Dalam melakukan penyusunan proposal ini, untuk penelitiannya penulis

menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian
Penelitian ini penulis mendasarkan pada penelitian hukum yang
dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif melihat dari sisi
implementasi ketentuan normatif Undang-undang, asas dan teori dengan
melihat peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research).

Penulis akan menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sumber

20 1bid., hlm. 100-101.
2L 1bid., him. 101.
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pustaka buku-buku nantinya untuk menjawab dan digunakan untuk
menganalisis permasalahan dalam skripsi ini.
. Bahan Hukum
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum pokok dan
mengikat yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 67 Tahun 2016, Paris Convention, Agreement on Trade Related
Apects of Intellectual Property Rights (TRIPS).
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.?? Penulis dalam
bahan sekunder ini menggunakan buku, jurnal, artikel, websites, blogspot,
surat kabar, majalah dan bacaan lain yang berhubungan dengan tema
penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Data

Studi Pustaka (Library research) Dengan studi pustaka ini penulis

mengumpulkan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap data

sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-

buku, literatur-literatur, catatan-catatan, laporan-laporan dan bacaan

terkait masalah yang akan dipecahkan dan juga

22 Rahman Amin, Pengantar Hukum Indonesia (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), him.
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5. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data ini penulis menggunakan
metode analisis data deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan data dan
informasi tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai
kesimpulan berdasarkan temuan dari penelitian terhadap data-data
tersebut. Bogman dan Biglen dalam Moeleong mengatakan analisis
data kualitatif ini dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat
dikelola, menyintesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan
apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang

dapat diceritakan kepaa orang lain.?

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memberi gambaran yang jelas arah serta
terstruktur kepada pembaca maka penulis membuat sistematika pembahasan yang
terdiri dari lima bab yang mana masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang
akan menjelaskan lebih rinci dari isi bab tersebut. Adapun sistematika
pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang
masalah yang menjelaskan kegelisahan penulis sehingga mengangkat masalah

dengan judul skripsi ini. Berangkat dari masalah tersebut sub pembahasan

2 Tim Penulis Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Dinamika Hukum dalam
Paradigma Das Sollen dan Das Sein (Malang: Inteligensia Media, 2020), him. 160.
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selanjutnya adalah mengenai rumusan masalah yang akan menjelaskan masalah
pokok yang diangkat dalam skripsi ini. Selanjutnya adalah tujuan dan kegunaan
skripsi ini ditulis kemudian dilanjut sub bab telaah pustaka, disini menjelaskan
tentang perbedaan skripsi ini dengan skripsi terdahulu yang temanya sama. Sub bab
selanjutnya adalah kerangka teoritik yang akan menjelaskan teori-teori yang
digunakan penulis untuk membedah permasalahan dalam skripsi ini. Selanjutnya
metode penelitian sebagai dasar melakukan penelitian ini dan dilanjut sistematika
pembahasan menggambarkan sub-sub bab yang akan dibahas.

Bab Kedua merupakan tinjauan umum tentang merek yaitu pengertian
merek, fungsi merek, jenis merek, permohonan pendaftaran merek, daftar kelas
barang dan jasa, merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak, jangka waktu
perlindungan merek, penghapusan dan pembatalan merek, pengertian merek
terkenal, pengertian dilusi merek.

Bab Tiga menjelaskan tentang duduk perkara sengketa merek Novec 1230
milik Dewi Nilasari dengan merek asing terkenal Novec milik 3M Company dan
perimbangan hakim dalam memutus sengketa merek Novec 1230 milik Dewi
Nilasari dengan merek asing terkenal NOVEC milik 3M Company dalam putusan
pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Bab Empat menjelaskan tentang analisis putusan pengadilan Niaga Jakarta
Pusat Nomor 12/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tentang apakah hakim
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam memutus sengketa merek sudah sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis serta peraturan pelaksanaannya dan Tinjauan konsep dilusi merek
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terhadap sengketa merek dalam perkara Nomor 12 / Pdt.Sus-Merek / 2018 /
PN.Niaga Jkt.Pst.

Bab lima merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran,
kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah diteliti.
Kemudian saran merupakan masukan dan tanggapan dari penulis atas hasil
penelitian dan selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-

lampiran.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis-analisis pembahasan yang penulis paparkan dalam penelitian

diatas, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam memutus sengketa merek pada perkara Nomor 12
/ Pdt.Sus-Merk / 2018 / PN.Niaga Jkt.Pst kurang sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis. Karena seharusnya majelis hakim melihat bahwa sengketa
merek ini terjadi pada kelas barang dan jasa yang berbeda. Merek
NOVEC milik Penggugat yang resmi terdaftar pada kelas barang 1 dan
2 sedangkan merek Novec 1230 milik Tergugat resmi terdaftar pada
kelas barang dan jasa 9, 35 dan 38. Pada Pasal 21 ayat (1) butir ¢
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi
Geografis menjelaskan bahwasanya ditolaknya suatu permohonan
merek karena persamaannya dengan merek terkenal pihak lain pada
kelas barang dan jasa yang berbeda harus memenuhi persyaratan
tertentu. Penjelasan persyaratan tertentu tersebut menyebutkan bahwa
harus adanya keberatan yang diajukan secara tertulis oleh pemilik
Merek terkenal terhadap Permohonan dan Merek terkenal yang sudah
terdaftar. Pada kasus sengketa merek NOVEC diatas dapat dilihat

bahwasanya Penggugat selaku pemilik merek NOVEC yang terdaftar
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pada kelas barang 1 dan 2 tidak mengajukan keberatan atas permohonan
merek Novec 1230 milik Tergugat yang dimohonkan pada kelas barang
dan jasa 9, 35 dan 38 sehingga putusan hakim ini kurang tepat.

2. Tinjauan konsep dilusi merek terhadap sengketa merek perkara Nomor
12 / Pdt.Sus-Merk / 2018 / PN.Niaga Jkt.Pst bahwasanya merek Novec
1230 milik Tergugat melakukan dilusi merek pengaburan (trademark
dilution by bluring) terhadap merek NOVEC milik Penggugat. Merek
Novec 1230 milik Tergugat yang terdaftar dalam kelas barang 9, 35 dan
38 dapat merusak reputasi, kharakteristik dan nilai pada merek NOVEC
milik Penggugat yang terdaftar pada kelas barang 1 dan 2. Sebenarnya
Majelis Hakim dapat menggunakan doktrin dilusi ini untuk
membatalkan merek Novec 1230 milik Tergugat karena perusakan
reputasi, kharakteristik dan nilai pada merek NOVEC milik Penggugat
ini dapat menimbulkan masalah ekonomi yang disebabkan menurunya

penjualan.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas ijinkan penulis untuk
memberikan beberapa saran yaitu:

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak

Asasi  Manusia selaku instansi yang dijadikan tempat untuk

mendaftarkan merek harus lebih teliti dan selektif lagi dalam menerima

permohonan pendaftaran merek supaya tidak ada lagi sengketa merek
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yang memiliki persamaan secara keseluruhan maupun persamaan dalam
pokoknya. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang
merasa mereknya ditiru karena dapat berpengaruh pada reputasi merek
tersebut.

Bagi pembuat undang-undang yaitu DPR maupun Pemerintah dapat
segera merealisasikan ketentuan aturan mengenai konsep dilusi merek
dalam beberapa pasal dalam undang-undang merek baik dilusi yang
disebabkan oleh pengaburan (bluring) maupun dilusi yang disebabkan
oleh pencemaran (tarnishment). Sehingga aturan tentang dilusi ini lebih
jelas dan Hakim akan merasa lebih yakin memutus sengketa merek yang
disebabkan oleh dilusi karena sudah ada hukum positifnya yang

mengatur tentang konsep dilusi ini.
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